
WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR ^ TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan
penyeragaman bentuk, format serta penyelenggaraan
administrasi perkantoran, maka perlu disusun Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Mengingat   :   1.   Pasal 18 ayat  (6) undang-Undang Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor  53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,  Kabupaten
Siak,  Kabupaten Karimun,  Kabupaten Natuna,

Kabupaten  Kuantan  Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,  Kabupaten
Siak,  Kabupaten Karimun,  Kabupaten Natuna,

Kabupaten  Kuantan  Singingi  dan Kota  Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);

3.Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah
Kota Batam adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah
Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam

menyelenggarakan tata naskah dinas.

Pasal 3

Tata naskah dinas yang telah ada di Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam
agar disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas ini

paling lambat enam puluh (60) hari kerja sejak Peraturan

Walikota ini ditetapkan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Batam 19-1 Tahun 2010 tentang Tata

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

6.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010
tentang  Urusan  Pemerintahan   Yang  Menjadi
Kewenangan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);



A

BERITA DAEM TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Batam
pada tanggal it Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Diundangkan di Batam
pada tanggal S Maret 2016
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Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


